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uji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya 

sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja LPPKS Tahun 2017 telah dapat kami selesaikan. Laporan ini 

merupakan pertanggungjawaban Kepala LPPKS atas pelaksanaan tugas dan fungsinya menopang 

tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka menyelenggarakan Program Pengembangan 

SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 yang diperkuat dengan Rincian Tugas LPPKS.  

 

LAKIP LPPKS ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Permendikbud No. 9 Tahun 2016 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyusunan LAKIP ini 

merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi LPPKS dalam rangka mendukung terwujudnya tata 

kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali dan alat pemacu kinerja di lingkungan LPPKS.  

 

Laporan ini menyajikan target dan capaian kinerja LPPKS Tahun Anggaran 2017, yang meliputi capaian 1 (satu) 

sasaran kegiatan dengan 2 (dua) indikator kinerja. Sasaran kegiatan tersebut adalah Meningkatnya Kompetensi 

Pendidik dan Tenaga Pendidikan sesuai bidangnya, dengan indikator kinerja: 1) Jumlah Kepala Sekolah dan 

Calon Kepala Sekolah yang ditingkatkan kompetensinya dan 2) Jumlah Pengawas dan Calon Pengawas Sekolah 

yang ditingkatkan kompetensinya. Kedua indikator tersebut merupakan penjabaran sasaran kegiatan pada 

Renstra LPPKS Tahun 2015-2019 dan merupakan indikator kinerja kegiatan Dirjen GTK yang diamanatkan 

kepada LPPKS sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2017 antara LPPKS dengan Dirjen GTK. 

 

Target hasil secara umum dari program LPPKS tahun anggaran 2017 berhasil dicapai dengan baik sesuai 

Perjanjian Kinerja tahun 2017.  
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Di sisi lain,  LPPKS menyadari bahwa tantangan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan masih cukup banyak dan memerlukan kerja keras pada tahun–tahun mendatang. Diharapkan 

dukungan semua pihak dalam menjawab tantangan yang masih harus ditangani sebagaimana ditargetkan, yang 

pada saatnya akan dapat terselesaikan dengan baik. 

    

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja LPPKS selama tahun 2017. 

Akhirnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan ini, disampaikan terima 

kasih.     

                                                                    

   

Karanganyar, Januari 2018   

Kepala LPPKS 

 

 

 

Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd. 

NIP 19661108 199003 2 001   
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aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LPPKS disusun dalam rangka 

pemenuhan kewajiban atas mandat yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP 

LPPKS Tahun 2017 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang telah 

ditetapkan antara LPPKS dengan Direktorat Jendral GTK. Laporan ini menyatakan pelaksanaan 

indikator kinerja yang telah dicapai lembaga pada tahun 2017. 

LPPKS menetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Jumlah 

Kepala Sekolah dan Calon Kepala Sekolah yang Kompeten dan Jumlah Pengawas Sekolah dan Calon 

Pengawas Sekolah yang Kompeten. Capaian kinerja untuk indikator kinerja Jumlah Kepala Sekolah 

dan Calon Kepala Sekolah yang Kompeten tercapai sebesar 102,8% sedangkan Jumlah Pengawas 

Sekolah dan Calon Pengawas Sekolah yang Kompeten tercapai sebesar 90%. 

 

Sedangkan untuk kinerja keuangan, penyerapan anggaran Tahun 2017 sebesar 97,85% dari 

total anggaran. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi perjalanan dinas dan sisa anggaran kegiatan. Dari 

7 (tujuh) output kegiatan, seluruh utput 

kegiatan memiliki pencapaian kinerja 

sangat baik. 

Dalam upaya pencapaian 

indikator kinerja dijumpai 

permasalahan antara lain pada kegiatan Program Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi Kepala 

sekolah terdapat perubahan moda pelaksanaan diklat dari moda daring kombinasi menjadi moda tatap 

67% 

33% 

Rincian Pencapaian IKK Tahun 2017 

IKK dengan Capaian ≥100 % IKK dengan Capaian < 100% 

L 

Rentang Capaian 
Anggaran 

Kategori 
Capaian 

Jumlah % 

85%≤Capaian≤100% Sangat 
Baik 

7 100% 

70%≤Capaian≤85% Baik 0 - 
55%≤Capaian≤70% Cukup 0 - 
Capaian <55% Kurang 0 - 
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muka. Hal ini mengakibatkan adanya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan dan perubahan jumlah 

anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. Pada bulan Maret 2017, terjadi pergantian 

kepala LPPKS sehingga banyak kegiatan yang seharusnya dapat dilaksanakan pada awal tahun 

menjadi mundur sampai bulan berikutnya. 

Dengan dukungan dari semua pihak, semoga LPPKS dapat menjadi unit kerja yang mampu 

mendukung penyelesaian masalah pendidikan dan kebudayaan, serta dapat melaksanakan program 

pembangunan pendidikan dan kebudayaan dengan lebih efektif dan akuntabel, sehingga visi dan misi 

yang telah ditetapkan dapat tercapai. 

 

Jumlah % 
Karanganyar,  Januari 2018 
Kepala LPPKS 

 
 
 

 

Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd. 

NIP 19661108 199003 2 001   
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BAB I 

 
A. Gambaran Umum 

embukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Hal tersebut ditegaskan melalui Pasal 31 ayat (3),  bahwa pemerintah mengusahakan 

dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan 

dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa 

mensyaratkan pemimpin yang  berkompeten dan berkarakter sebagai garda depan. Oleh karena 

itu, Kepala Sekolah sebagai pemimpin di sekolah harus dibekali dengan kompetensi dan karakter 

yang sesuai guna mendukung tujuan pendidikan nasional.   

Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) didirikan pada Tahun 2009 

berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah. Di dalam kurun waktu 8 

tahun dari Tahun 2009 sampai dengan tahun 2017, peraturan mengenai Organisasi dan Tata Kerja 

LPPKS telah berganti sebanyak 3 kali, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 

Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2013 dan terakhir Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. LPPKS adalah 

unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang penyiapan, 

pengembangan, dan pemberdayaan kepala sekolah yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.  

Sebagai lembaga pemerintah,  sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LPPKS memiliki kewajiban untuk menyusun laporan 

pelaksanaan tugas dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

B. Dasar Hukum 

1. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian 

Negara dan Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

P 

PENDAHULUAN BAB 

I 
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Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 

Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

3. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

4. Permendiknas No. 14 Tahun 2006 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja;  

5. Permendikbud No.11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan;  

6. Permendikbud No. 17 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga 

Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS);  

7. Permendikbud No. 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 

8. Rencana Strategis Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) 

Tahun 2015 – 2019; 

9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan 

Kepala Sekolah (LPPKS) Nomor: SP DIPA-023.16.2.361167/2017 tanggal 7 Desember 2016. 

10. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 antara LPPKS dengan Ditjen GTK. 

C. Tujuan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini  disusun dengan tujuan memberikan 

penjelasan tentang hal-hal berikut. 

1. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dari sasaran kegiatan Lembaga 

Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) selama tahun 2017; 

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kegiatan dan upaya-upaya yang 

dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut; 

3. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pengembangan dan 

Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, 

Direktorat Jendral GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan), Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

D. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi 

Tugas Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) dalam 

Permendikbud Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pengembangan 

dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) adalah  melaksanakan penyiapan, pengembangan, 
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dan pemberdayaan kepala sekolah. Di dalam melaksanakan tugasnya LPPKS menyelenggarakan 

fungsi sebagai berikut: 

1. Penyusunan program penyiapan, pengembangan, dan pemberdayaan Kepala Sekolah; 

2. Pengelolaan data dan informasi mutu dan kompetensi Kepala Sekolah; 

3. Fasilitasi dan pelaksanaan penyiapan dan peningkatan kompetensi Kepala Sekolah; 

4. Evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi Kepala Sekolah; serta 

5. Pelaksanaan urusan administrasi LPPKS. 

Susunan organisasi LPPKS terdiri atas: 

1. Kepala;  

2. Subbagian Umum;  

3. Seksi Peningkatan Kompetensi;  

4. Seksi Program dan Informasi;  

5. Kelompok Jabatan Fungsional.  

Bagan 1.  
Struktur Organisasi LPPKS 

(Permendikbud No. 17 Tahun 2015) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala LPPKS dibantu oleh Subbagian Umum, Seksi 

Peningkatan Kompetensi, Seksi Program dan Informasi dan Tenaga Fungsional yang masing-

masing memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut. 

a. Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi LPPKS dan dalam 

melaksanakan tugasnya bagian umum menyelenggarakan fungsi: 

1) Koordinasi pelaksanaan kegiatan LPPKS; 

2) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;  

3) Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian; 

4) Pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran; 

Kepala 

Sub Bagian Umum 

Seksi Peningkatan 

Kompetensi 
Seksi Sistem 

Informasi 

Kelompok Jabatan 

Fungsional 
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5) Pelaksanaan Urusan keuangan. 

b. Seksi Program dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan 

sistem informasi mutu dan kompetensi kepala sekolah. Dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud seksi sistem informasi menyelengarakan fungsi. 

1) Pemetaan kompetensi calon kepala sekolah; 

2) Pengembangan Pemetaan kompetensi kepala Sekolah; 

3) Pengelolaan data dan informasi kompetensi kepala sekolah dan calon kepala sekolah; 

c. Seksi Peningkatan Kompetensi memiliki tugas melakukan penyiapan, peningkatan 

kompetensi, evaluasi peningkatan kompetensi calon kepala sekolah dan kepala sekolah. 

Bidang peningkatan kompetensi menyelenggarakan fungsi: 

1) Fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; 

2) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. 

d. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas  sesuai dengan tugas jabatan fungsional 

masing-masing.  

Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya menyampaikan laporan kepada Kepala GTK dengan tembusan kepada 

pimpinan unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan LPPKS. Di 

samping itu, Kepala LPPKS menyampaikan hasil pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan 

tenaga kependidikan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan 

instansi terkait. 
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engacu pada rencana strategis tahun 2015-2019, LPPKS telah menyusun 

Perjanjian Kinerja tahun 2017. Perjanjian Kinerja berisikan target-target kinerja 

yang akan dicapai selama tahun 2017. Target kinerja tersebut merupakan 

pentahapan pencapaian kinerja yang akan dicapai selama satu tahun ke depan. 

Setiap target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tersebut dilakukan pengukuran kinerja 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode. 

LPPKS sesuai tugasnya yaitu menyiapkan, mengembangkan, dan memberdayakan kepala sekolah 

menetapkan tujuan strategis yang kemudian diturunkan menjadi sasaran-sasaran kegiatan dan 

indikator kinerja. Sasaran kegiatan LPPKS merupakan upaya pencapaian Sasaran Kegiatan/ 

Indikator Kinerja Kegiatan yang menginduk pada renstra Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan.  

A. Target Kinerja Sasaran Kegiatan Lembaga  

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan dapat diukur dari ketercapaian target indikator 

Sasaran Kegiatan. Sasaran Kegiatan LPPKS merupakan usaha pemberian kontribusi 

pencapaian Target Kinerja Sasaran Kegiatan Dirjen Guru dan Tenaga Kegiatan (GTK) yang 

tertuang dalam Renstra GTK Tahun 2015-2019 yaitu Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan (5634). Sasaran kegiatan LPPKS berdasarkan Renstra 

LPPKS Tahun 2015-2019 dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Lembaga 

KODE Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja 

S1 Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Pendidikan sesuai 
Bidangnya  

IK1-S1   Jumlah Kepala Sekolah dan Calon Kepala Sekolah yang Kompeten 

IK2-S1 Jumlah Pengawas Sekolah dan Calon Pengawas Sekolah yang 
Kompeten 

 

 

 

M 

PERENCANAAN KINERJA 

LPPKS 

BAB 

II 
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B. Strategi Pencapaian Sasaran Kegiatan Tahun 2017 

Sasaran kegiatan lembaga kemudian dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahunan 

yang diajukan oleh Kepala Lembaga dan disetujui oleh Ditjen GTK. Perjanjian Kinerja 

mengalami revisi sebanyak 1 (satu) kali dikarenakan adanya perubahan dalam kegiatan 

prioritas nasional sehingga menyebabkan beberapa perubahan dalam pola penganggaran dan 

target sasaran tahun 2017. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Tahun 2017 antara LPPKS 

dengan Dirjen GTK yang merupakan pentahapan pencapaian sasaran kegiatan tahun 2017: 

Tabel 2.2 

Pertahapan Pencapaian Sasaran Kegiatan Tahun 2017 

SASARAN  
KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

OUTPUT 
KEGIATAN 

TARGET  
Tahun 2017 

ANGGARAN 
(ribuan) 

Meningkatnya 
Kompetensi 
Pendidik dan 
Tenaga 
Pendidikan 
sesuai 
Bidangnya 

Jumlah Kepala 
Sekolah dan Calon 
Kepala Sekolah 
yang Kompeten 
 

Kepala Sekolah 
Yang 
ditingkatkan 
Kompetensinya 

760 Orang 3.861.010 

  Calon Kepala 
Sekolah Yang 
ditingkatkan 
Kompetensinya 

3.000 Orang 30.631.956 
 
 
 

  Model 
Pemberdayaan 
Sekolah dan 
Pengembangan 
Sistem Inovasi 
Pembelajaran 

6 model 1.456.215 
 

 Jumlah Pengawas 
Sekolah dan Calon 
Pengawas Sekolah 
yang Kompeten 

Pengawas yang 
Ditingkatkan 
Kompetensinya 

330 orang 2.789.565 
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A. Capaian Kinerja Organisasi 

etiap sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dan dokumen penetapan kinerja perlu 

diketahui tingkat ketercapaiannya pada akhir tahun anggaran, hal itu untuk mengetahui 

keberhasilan atau kegagalan suatu unit kerja dan sebagai bentuk pertanggungjawaban 

atas tugas yang diamanatkan. Sesuai dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2017, LPPKS 

menetapkan satu sasaran kegiatan dengan 2 (dua) indikator kinerja. Berikut tingkat ketercapaian 

sasaran kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan LPPKS pada tahun 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga 

Pendidikan sesuai Bidangnya” 

Sasaran kegiatan LPPKS merupakan turunan dari target kinerja sasaran kegiatan yang 

diamanatkan oleh Ditjen GTK yaitu kegiatan pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga 

kependidikan (5634) dengan sasaran kegiatan yaitu "Meningkatnya kompetensi pendidik dan 

tenaga pendidikan sesuai bidangnya". Dari 17 IKK, LPPKS diberi amanat melaksanakan 2 IKK 

yaitu: 

1. Jumlah kepala sekolah dan calon kepala sekolah yang kompeten, dan  

2. Jumlah pengawas dan calon pengawas sekolah yang kompeten.  

Dua Indikator Kinerja Kegiatan tersebut kemudian dirumuskan menjadi Indikator Kegiatan LPPKS. 

Indikator Kegiatan ini kemudian diturunkan menjadi beberapa output kegiatan untuk mendukung 

tecapainya sasaran kegiatan LPPKS tahun 2017. 

 

 

S 

AKUNTABILITAS KINERJA LPPKS 

BAB 

III 
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Persentase ketercapain sasaran kegiatan tahun 2017 dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 

Tabel 3.1 

Persentase Capaian Sasaran Kegiatan LPPKS 2017 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Tahun 2017 

Target Realisasi % 

Meningkatnya 

kompetensi Pendidik 

dan tenaga pendidikan 

sesuai bidangnya 

Jumlah Kepala Sekolah Dan 
Calon Kepala Sekolah Yang 
Kompeten 

3.760 3.867 102.8 

Jumlah pengawas sekolah 
dan calon pengawas sekolah 
yang kompeten 

330 297 90 

 

Secara umum, pencapaian sasaran kegiatan LPPKS merupakan kegiatan pemerolehan 

kompetensi bagi kepala sekolah, calon kepala sekolah dan pengawas sekolah melalui program-

program pendidikan dan pelatihan dan pelaksanaan program-program peningkatan kompetensi 

bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah yang merupakan program prioritas nasional.  

Di bawah ini adalah grafik perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2016 dengan tahun 2017. 

 

Grafik 3.1 

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja LPPKS Tahun 2017 dan 2016 

 

Jika dilihat dari grafik di atas, maka capaian tahun 2017 lebih rendah dari capaian indikator kinerja 

tahun 2016. Pada tahun 2016, LPPKS menghasilkan 5.740 orang kepala sekolah dan calon kepala 

sekolah yang kompeten dan 312 orang pengawas sekolah yang kompeten. Sedangkan pada tahun 

2017 LPPKS menghasilkan 3.867 orang kepala sekolah dan calon kepala sekolah yang kompeten 

dan 297 orang pengawas sekolah yang kompeten.   

5.740 

312 

3.867 

297 

Jumlah Kepala Sekolah Dan Calon Kepala 
Sekolah Yang Kompeten 

Jumlah pengawas sekolah dan calon 
pengawas sekolah yang kompeten 

Ketercapaian Indikator Kinerja LPPKS 
Tahun 2016: 2017 

Tahun 2016 Tahun 2017 
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Penurunan capaian indikator kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan 

jumlah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk pencapaian indikator kinerja. Grafik di bawah ini 

adalah grafik perbandingan persentase alokasi anggaran dengan capaian output tahun 2017: 2016. 

 

 

 

Grafik 3.2 

Perbandingan Persentase Alokasi Anggaran dengan Capaian Output tahun 2017: 2016. 

 

Dari grafik di atas, kita dapat melihat bahwa alokasi anggaran untuk indikator kinerja kepala 

sekolah dan calon kepala sekolah pada tahun 2017 adalah sebesar 47% dari jumlah anggaran 

yang dialokasikan pada tahun 2017. Dengan anggaran 47% dari tahun sebelumnya, LPPKS 

mampu menghasilkan output sebesar 67% dari output tahun 2016. Artinya, LPPKS mampu 

meningkatkan jumlah output dengan anggaran yang lebih rendah. 

Untuk indikator kinerja pengawas sekolah yang ditingkatkan kompetensinya, pada tahun 2017 

LPPKS mengalokasikan anggaran 158% dari alokasi anggaran tahun 2016. Sedangkan dari sisi 

jumlah capaian output, LPPKS menghasilkan output 95% dari jumlah capaian pada tahun 2016. 

Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain: 

1. Dari sisi anggaran, tahun 2017 mengalokasikan anggaran lebih besar karena sasaran kegiatan 

peningkatan kompetensi pengawas sekolah berasal dari 3 provinsi yaitu Provinsi Riau, 

Sulawesi Utara dan Sumatera Selatan. Pada tahun 2016, sasaran kegiatan adalah pengawas 

sekolah di wilayah Jawa Tengah sehingga alokasi anggaran untuk tahun 2016 lebih rendah 

dari anggaran tahun 2017. 

2. Kegiatan pemerolehan kompetensi bagi pengawas sekolah pada tahun 2016 berpola one 

shoot, sehingga jumlah capaian dapat langsung dihitung seusai kegiatan diklat dan tentunya 

menghabiskan biaya lebih rendah. 

47% 

158% 

67% 

95% 

Kepala Sekolah dan Calon Kepala Sekolah 
yang ditingkatkan kompetensinya 

Pengawas Sekolah dan Calon Pengawas 
Sekolah yang ditingkatkan 

kompetensinya 

Perbandingan % Alokasi anggaran dengan Capaian Output 
Tahun 2017: 2016  

% Anggaran 2017 : 2016 % Capaian 2017 : 2016 
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3. Kegiatan pemerolehan kompetensi bagi pengawas sekolah pada tahun 2017 berpola In-On-In. 

Pola ini memerlukan waktu pelatihan yang lebih lama, sehingga kemungkinan jumlah peserta 

yang gugur di tengah rangkaian kegiatan lebih besar. Seperti pada program ini, pada saat In 

Service Learning 1, persentase kehadiran peserta sebesar 96,4%, namun pada akhir kegiatan 

yaitu pada saat In Service Learning 2, persentase kehadiran peserta hanya 90%. 

Secara rinci, pencapaian indikator kinerja LPPKS beserta program-program pendukungnya akan 

dipaparkan pada penjelasan di bawah ini: 

1. Jumlah Kepala Sekolah dan Calon Kepala Sekolah yang kompeten 

Pada tahun 2017 capaian indikator ini melampaui target yang ditetapkan. Dari target sebanyak 

3.760 orang kepala sekolah dan calon kepala sekolah, berhasil terealisasi sebanyak 3.867 

orang kepala sekolah dan calon kepala sekolah yang mengikuti program pendidikan dan 

pelatihan peningkatan kompetensi, dengan persentase capaian 102,8%. Persentase capaian 

indikator kinerja ini didapatkan dari 2 output kegiatan, yaitu kepala sekolah yang ditingkatkan 

kompetensinya dan calon kepala sekolah yang ditingkatkan kompetensinya. Persentase 

ketercapaian output dapat dilihat dari tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Ketercapaian Indikator Kinerja Jumlah Kepala Sekolah dan Calon Kepala Sekolah 

Indikator Kinerja Output Kegiatan Tahun 2017 

Target Realisasi % 

Jumlah Kepala 

Sekolah Dan Calon 

Kepala Sekolah Yang 

Kompeten 

Kepala sekolah yang 
ditingkatkan kompetensinya 

760 769 101% 

Calon Kepala Sekolah yang 
ditingkatkan kompetensinya 

3.000 3.098 103% 

 Jumlah 3.760 3.867 102.8% 

 
Pada Perjanjian Kinerja tahun 2017, LPPKS menetapkan sejumlah 760 kepala sekolah dan 

3.000 calon kepala sekolah yang akan ditingkatkan kompetensinya. Selama tahun 2017, 

LPPKS telah melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi bagi calon kepala sekolah 

dengan jumlah peserta sebanyak 3.098 orang dan kepala sekolah sebanyak 769 orang.  

Indikator kinerja jumlah kepala sekolah dan calon kepala sekolah yang kompeten ini dicapai 

dengan dukungan program/kegiatan sebagai berikut: 

a. Kepala Sekolah yang ditingkatkan kompetensinya 

 Program Keprofesian Berkelanjutan bagi Kepala Sekolah 

 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Supervisi Kepala Sekolah Online 

 Bimtek Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 

b. Calon Kepala Sekolah yang ditingkatkan kompetensinya 

 Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah 
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 Diklat Peningkatan Kompetensi Calon Kepala Sekolah 

c. Model (Inovasi) Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 

Masing-masing program tersebut akan dijabarkan dalam penjelasan sebagai berikut. 

a. Kepala Sekolah yang ditingkatkan kompetensinya 

Program/kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator kinerja kepala sekolah yang 

ditingkatkan kompetensinya antara lain: Program Keprofesian Berkelanjutan bagi Kepala 

Sekolah, Bimtek Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah SD dan Pelatihan Peningkatan 

Kompetensi Supervisi Kepala Sekolah Online. Capaian output dari program ini dapat 

dilihat melalui tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Program Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 

Output Kegiatan Program Target Realisasi % 

Kepala Sekolah 
yang ditingkatkan 

kompetensinya 

 760 769 101% 

 Program Keprofesian 
Berkelanjutan bagi 
kepala sekolah 

 550  

 Pelatihan Peningkatan 
Kompetensi Supervisi 
Kepala Sekolah Online 

 59  

 Bimtek Peningkatan 
Kompetensi Kepala 
Sekolah SD  

 160  

 

Penjelasan bagi masing-masing program pendukung akan dijabarkan melalui uraian di 

bawah ini. 

 

 

Menurut Permendiknas No. 28 tahun 2010, Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan bagi Kepala Sekolah adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk 

meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap profesional kepala 

sekolah/madrasah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan 

dalam rangka meningkatkan manajemen dan kepemimpinan sekolah/madrasah. 

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi kepala sekolah merupakan 

program nasional yang hasil akhirnya nanti menentukan pencapaian indikator kinerja 

program Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, yaitu meningkatnya skor UKKS tahun 

2017. 

LPPKS sebagai UPT di bawah Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan diberi amanat 

untuk menjalankan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Kepala 

Sekolah melalui pemberian dana bantuan pemerintah untuk 28 Kelompok Kerja 

1) Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Kepala Sekolah 
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Kepala Sekolah di Provinsi Riau, Sulawesi Utara dan Sumatera Selatan. Dana 

bantuan pemerintah ini akan digunakan oleh kelompok kerja kepala sekolah untuk 

menyelenggarakan kegiatan pelatihan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 

bagi Kepala Sekolah. Kegiatan pelatihan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 

untuk Kepala Sekolah ini awalnya direncanakan akan dilaksanakan dengan moda 

daring kombinasi, namun kemudian moda ini diganti menjadi moda tatap muka.   

Moda Tatap Muka dilakukan melalui interaksi langsung antara fasilitator dengan 

peserta. Pelaksanaan Moda Tatap Muka dilakukan dalam kelompok kerja kepala 

sekolah yang telah ditetapkan oleh UPT sebagai pelaksana moda tatap muka. 

Peserta yang akan mengikuti Pelatihan PKB KS Moda Tatap Muka adalah kepala 

sekolah yang: 

 Merupakan anggota di kelompok kerja yang ditunjuk sebagai pelaksana moda 

Tatap Muka 

 Berada di wilayah yang tersedia lokasi tatap muka 

 Bersedia melaksanakan pembelajaran menggunakan moda tatap muka dengan 

kemauan dan komitmen yang tinggi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pembelajaran dengan moda tatap muka berupa serangkaian aktivitas belajar di mana 

kepala sekolah berlatih meningkatkan kompetensi di kelompok kerja yang telah 

ditentukan dengan dibimbing oleh fasilitator yang berkompeten. Tahapan dari 

serangkaian aktivitas belajar adalah In Service Learning 1 (In 1), On the Job Learning 

(On), dan In Service learning 2 (In 2). Alokasi waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan semua tahap tersebut adalah 128 JP. Struktur program PKB KS moda 

tatap muka pada tahun 2017 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.4 

Struktur Program PKB KS Moda Tatap Muka (2 Modul) 

No Materi Alokasi Waktu (JP) 

1 Umum  
 a. Kebijakan Penjaminan dan Peningkatan Mutu 

Kepala Sekolah 
b. Pengantar Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 
c. Pengantar Penilaian Hasil Belajar (PHB) 
d. Pengantar Pendidikan Inklusif dan Perlindungan 

Kesejahteraan Anak (PIPKA) 
e. Penjelasan Teknis Pelaporan Hasil On 

3 
 

2 
2 
2 
 

1 
2 Pokok 

a. Modul 1 
b. Modul 2 

 
56 
56 

3. Penunjang 
a. Evaluasi 
b. Rencana Tindak 

 
2 
4 

Total 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara detail struktur program PKB KS Moda Tatap Muka dengan pola 2 modul dapat 

dilihat dari penjelasan berikut: 

a) Tahap in 1, kegiatan In 1 untuk 2 modul dilaksanakan selama 64 JP. 

b) Tahap On, dilakukan selama 1 (satu) bulan untuk 2 (dua) modul dengan 

memperhatikan waktu kerja efektif kepala sekolah di tempat tugas. Penyusunan 

jadwal kegiatan disusun dan disetujui oleh fasilitator memperhatikan Rencana 

Tindak Lanjut yang sudah disusun pada In 1. Penyusunan jadwal kegiatan 

dilakukan dengan ketentuan: (1) kegiatan OJL termasuk laporan pelaksanaan 

selama 40 JP dalam waktu 1 bulan untuk 2 modul, (2) struktur program kegiatan 

tahap On mengikuti skenario yang tertera pada modul nasing-masing, (3) 

fasilitator melakukan monitoring dan mentoring kepada peserta minimal 1 kali per 

modul, (4) supervisor melakukan monitoring dan mentoring kepada fasilitator 

minimal 1 kali; 

c) Tahap In 2, dilaksanakan dengan menggunakan alokasi waktu 24 JP selama 3 

hari. 
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Jumlah kepala sekolah yang mengikuti Program Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan bagi kepala sekolah ini adalah 28 Kelompok Kerja Kepala Sekolah 

yang masing-masing beranggotakan 20 orang. Jumlah keseluruhan kepala sekolah 

adalah 560 orang kepala sekolah. 

Rangkaian kegiatan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan ini berakhir 

pada bulan November saat pelaksanaan Diklat In Service Learning 2. Capaian output 

kegiatan ini adalah 550 orang kepala sekolah dari jumlah sasaran 556 orang kepala 

sekolah. Sasaran awal turun dari 560 orang menjadi 556 orang dikarenakan ada 1 

kelompok kerja yang jumlah anggotanya hanya 16 orang. Jumlah capaian output 

kepala sekolah dari Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Kepala 

Sekolah ini dapat dilihat dari tabel berikut. 

Tabel 3.5 

Peserta Program Pengembangan Berkelanjutan Bagi Kepala Sekolah 

 

l 
 

 

 

 

 

Jumlah capaian output sebesar 550 orang kepala sekolah ini adalah kepala sekolah 

yang secara konsisten mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PKB bagi Kepala 

Sekolah dari In Service Learning 1, On The Job Learning dan In Service Learning 2. 

Peserta yang tidak hadir pada tahap In Service Learning 1, On The Job Learning dan 

tidak menyusun laporan On The Job Learning dinyatakan tidak lulus megikuti kegiatan 

ini.  

No Provinsi Sasaran Realisasi % 

1 Provinsi Riau 180 orang 179 orang 99,44 

2 Provinsi Sulawesi Utara 196 orang 192 orang 97,95 

3 Provinsi Sumatera Selatan 180 orang 179 orang 99,44 

 Jumlah 556 orang 550 orang 98,92 
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Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini antara lain, 

pelaksanaan Program PKB yang harus diundur waktunya karena adanya perubahan 

kebijakan mengenai moda diklat dari moda Daring Kombinasi menjadi Tatap Muka 

dengan pola In-On-In. Karena mundurnya pelaksanaan program, menyebabkan waktu 

pelaksanaan kegiatan menjadi relatif singkat untuk pola diklat In-On-In. Hal ini 

berdampak pada tidak optimalnya beberapa proses pembelajaran dalam diklat ini dan 

dalam hal penyelesaian pertanggungjawaban keuangan bantuan pemerintah tidak 

dapat terselesaikan tepat waktu karena kesibukan ketua kelompok kerja sebagai 

peserta diklat dalam menyelesaikan tugas-tugas kediklatan dan menyelesaikan 

laporan pertanggungjawaban. 

Solusi untuk menghadapi permasalahan ini adalah melakukan kegiatan penjaminan 

mutu baik dalam bidang akademik maupun penyelesaian pertanggungjawaban 

keuangan bantuan pemerintah agar pelaksanaan diklat tetap terjamin mutunya.  

 

 

Menindaklanjuti hasil penelitian yang dilakukan terhadap kepala sekolah/madrasah 

yang menunjukkan masih rendahnya kompetensi supervisi para kepala 

sekolah/madrasah, LPPKS mengembangkan pelatihan peningkatan kompetensi 

supervisi kepala sekolah. Peningkatan kompetensi kepala sekolah khususnya 

kompetensi supervisi, selama ini telah dilakukan LPPKS dengan moda diklat tatap 

muka.  

Diklat dengan moda tatap muka ini, jumlah peserta yang dapat mengikuti diklat 

terbatas pada kapasitas kelas yang tersedia. Selain itu, kepala sekolah juga harus 

meninggalkan tugasnya selama mengikuti diklat. Untuk itu, LPPKS berupaya 

mengembangkan model diklat dengan memanfaatkan teknologi. Pelatihan 

peningkatan kompetensi supervisi kepala sekolah online ini diharapkan dapat 

menjangkau lebih banyak kepala sekolah/madrasah yang mendapatkan diklat 

peningkatan kompetensi supervisi tanpa harus meninggalkan tugasnya sebagai 

kepala sekolah/madrasah tetapi dapat meningkatkan kompetensinya terutama dalam 

dimensi kompetensi supervisi akademik.  

Kegiatan ini dilakukan melalui 6 (enam) tahap, yaitu: 

a) Persiapan peningkatan kompetensi supervisi kepala sekolah online 

b) Sosialisasi program peningkatan kompetensi supervisi kepala sekolah online 

c) Orientasi program pelatihan kompetensi supervisi kepala sekolah online 

d) Pelatihan peningkatan kompetensi supervisi kepala sekolah online in service 

learning 1 

2) Pelatihan Peningkatan Kompetensi Supervisi Kepala Sekolah Online 
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e) Pelatihan peningkatan kompetensi supervisi kepala sekolah online on the job 

learning 

f) Pelatihan peningkatan kompetensi supervisi kepala sekolah online in service 

learning 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahapan kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi supervisi kepala sekolah online 

dapat dilihat dari gambar di bawah ini. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3.1: Tahapan Kegiatan Supervisi Online 

 

Jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi supervisi 

kepala sekolah online sebanyak 60 orang kepala sekolah. Sampai dengan tahap On 

The Job Learning, jumlah peserta yang konsisten mengikuti sampai dengan diklat In 

Service Learning 2 sebanyak 59 orang kepala sekolah. 

 Perwakilan pimpinan LPPKS 

 Staff LPPKS 

 Pengembang Teknologi Pendidikan 

 Widyaiswara LPPKS 

 Narasumber Diklat 

 Perwakilan pimpinan LPPKS 

 Staff LPPKS 

 Pengembang Teknologi Pendidikan 

 Widyaiswara LPPKS 

 Narasumber Diklat 
 

 Narasumber Diklat 

 Peserta pelatihan peningkatan 
kompetensi supervisi kepala sekolah 
online 

 

 Narasumber Diklat 

 Peserta pelatihan peningkatan 
kompetensi supervisi kepala sekolah 
online 
(35 hari online = 70 JP) 

 Narasumber Diklat 

 Peserta pelatihan peningkatan 
kompetensi supervisi kepala sekolah 
online 
(OJL 1: online = 6 JP, OJL II: 
pertemuan 1 hari, OJL III: online = 6 JP) 

 

 Narasumber Diklat 

 Peserta pelatihan peningkatan 
kompetensi supervisi kepala sekolah 
online 

 
(3 hari = 30 JP) 

 

PERSIAPAN 

PELAKSANAAN 

a b c 

f e d 
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Hambatan-hambatan yang dihadapi saat melaksanakan kegiatan ini antara lain: 

a) Kemampuan TIK peserta yang belum memadai 

b) Sinyal internet yang lemah di daerah sasaran pada saat kegiatan online 

c) LMS yang dalam masa perawatan, dan 

d) Kesibukan peserta sebagai kepala sekolah 

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada selama kegiatan ini berlangsung, 

panitia membuat group dengan aplikasi whatsapp yang di dalamnya terdiri dari 

peserta, narasumber, dan teknisi selama pelatihan berlangsung sehingga segala 

permasalahan peserta dapat langsung diatasi dan diberikan solusinya baik oleh 

narasumber maupun teknisi/operator.  

 

 

Kegiatan ini memiliki sasaran sebanyak 160 orang kepala sekolah dari Pimpinan 

Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan 

Bali. Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Peningkatan Kinerja Bagi Kepala SD 

Muhammadiyah ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam 

mengelola sekolah, melakukan supervisi akademik, dan mengembangkan program 

kewirausahaan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 4 hari atau selama 30 JP dengan 

materi: 

a) Kebijakan 

b) Muhammadiyah 

c) Komite Sekolah & Saber Pungli 

d) Penguatan Pendidikan Karakter 

e) Manajemen, Supervisi, dan Kewirausahaan 

f) Pre/Post (model UK secara online) 

g) Post Test 

 dari kegiatan ini LPPKS telah menghasilkan output sebanyak 160 Kepala Sekolah 

yang telah ditingkatkan kompetensinya sehingga capaian kegiatan ini adalah 100%. 

Secara umum kegiatan ini berjalan dengan baik. 

b. Calon Kepala Sekolah yang ditingkatkan Kompetensinya 

Sesuai amanat dari Menteri Pendidikan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organinsasi dan Tata Kerja Lembaga 

Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah bahwa LPPKS mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan, pengembangan, dan pemberdayaan kepala sekolah. Sesuai 

dengan tugasnya, LPPKS menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan 

kompetensi bagi calon kepala sekolah sebagai langkah penyiapan kepala sekolah. 

3) Bimtek Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 



LAKIP LPPKS TAHUN 2017 

18 | P a g e  

 

Kegiatan yang diselenggarakan oleh LPPKS untuk menyiapkan kepala sekolah pada 

tahun 2017 antara lain Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS) dan Diklat 

peningkatan kompetensi calon kepala sekolah.  

Tabel 3.6 

Program Peningkatan Kompetensi Calon Kepala Sekolah 

Output Kegiatan Program Target Realisasi % 

Calon Kepala Sekolah 
yang ditingkatkan 

kompetensinya 

 3.000 3.098 103% 

 Program Penyiapan 
Calon Kepala Sekolah 

 1.640  

 Diklat Peningkatan 
Kompetensi Calon 
Kepala Sekolah 

 1.458  

 

Pada tahun 2016, program untuk peningkatan kompetensi calon kepala sekolah hanya 

melalui program penyiapan calon kepala sekolah sedangkan di tahun 2017 terdapat 2 

program, yaitu PPCKS dan Diklat peningkatan kompetensi kepala sekolah. Jumlah 

sasaran tahun 2017 meningkat 20% dari jumlah sasaran sebelumnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3.3. 

Jumlah Sasaran Calon Kepala Sekolah Tahun 2016: 2017 

Pada tahun 2016, sasaran diklat calon kepala sekolah berjumlah 2000 orang calon kepala 

sekolah yang seluruhnya ditingkatkan kompetensinya melalui Program Penyiapan Calon 

Kepala Sekolah. Diantara 2000 orang calon kepala sekolah tersebut 60% nya merupakan 

calon kepala sekolah yang telah diseleksi pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2017, 

sasaran yang ditingkatkan kompetensinya dari Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah 

60% 

40% 

Jumlah Sasaran Calon Kepala Sekolah 

Tahun 2017 Tahun 2016 
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sejumlah 1640 orang calon kepala sekolah dan sisanya dari diklat peningkatan 

kompetensi kepala sekolah. 

Kegiatan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah pada tahun 2017 tersebut akan 

dijelaskan dalam uraian sebagai berikut. 

 

 

 “PPCKS merupakan perwujudan pelaksanaan Permendiknas No. 28 Tahun 2010 

tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah.”   

 

LPPKS sebagai lembaga yang mengemban amanah penyiapan, pengembangan, dan 

pemberdayaan kepala sekolah/ madrasah terus berupaya mengembangkan cara-cara 

baru agar mampu mewujudkan cita-cita bersama terwujudnya kepala sekolah/ 

madrasah yang profesional demi kemajuan pendidikan Indonesia yang lebih baik. 

Salah satu upaya yang dilakukan LPPKS dalam rangka meningkatkan kompetensi 

calon kepala sekolah adalah melalui Program Penyiapan Calon Kepala 

sekolah/Madsrasah (PPCKS). Alur Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah yang 

dilaksanakan oleh LPPKS adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2: Alur Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah 

 
Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah dimulai dari kegiatan Proyeksi Kebutuhan 

Kepala Sekolah. Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat dinas pendidikan kabupaten/kota 

sasaran. Dari kegiatan ini dihasilkan jumlah calon kepala sekolah yang dibutuhkan 

oleh masing-masing kabupaten/kota yang akan diikutkan dalam kegiatan seleksi 

1) Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS) 
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administrasi. Peserta yang lolos dalam tahap seleksi administrasi akan diuji melalui 

kegiatan seleksi akademik. Pada tahap ini calon kepala sekolah diseleksi berdasarkan 

kemampuan akedemik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan akademik dalam hal ini adalah kemampuan memecahkan masalah 

dengan tema kepemimpinan dan potensi kepemimpinan atau Penilaian Potensi 

Kepemimpinan (PPK). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta yang lolos mengikuti seleksi akademik kemudian mengikuti rangkaian 

kegiatan Diklat Calon Kepala Sekolah. Diklat Calon Kepala Sekolah dilaksanakan 

dengan pola  In (In service Learning 1) – On (On The Job Learning) – In ( In Service 

Learning 2). 

Diklat In-Service Learning 1 merupakan salah satu upaya untuk membekali calon 

kepala sekolah dengan materi diklat yang akan menambah potensi kompetensinya 

yang relevan, sesuai dengan hasil AKPK (Analisis Kebutuhan Pengembangan 
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Keprofesian). Oleh karena itu, pengembangan mutu proses pembelajaran diklat In-

Service Learning 1 difokuskan pada upaya untuk membekali pengetahuan, 

keterampilan dan sikap calon kepala sekolah dengan sejumlah materi yang relevan 

dengan pengembangan kompetensi kepala sekolah. 

Materi inti pelatihan pada kegiatan Diklat In Service Learning 1 meliputi: 

a) Latihan Kepemimpinan 

 

 

 

 

b) Pengembangan Ketrampilan Manajerial 

 

 

 

 

 

omunikasi Pembelajaran  

 

 

 

Pada akhir kegiatan In Service Learning 1 peserta menyusun rencana tindakan yang 

akan diimplementasikan pada saat On the Job Learning. Penyusunan rencana 

tindakan berdasarkan hasil analisis evaluasi diri yang dicerminkan pada hasil AKPK. 

On The Job Learning merupakan salah satu upaya untuk memberikan tambahan 

bekal berupa pengalaman bekerja sebagai calon kepala sekolah di sekolah sendiri 

maupun di sekolah lain yang relevan dengan kebutuhan pengembangan potensi 

kompetensi calon kepala sekolah. On The Job Learning dilaksanakan melalui 

berbagai kegiatan nyata di dua tempat, yaitu: sekolah/ madrasah sendiri dan 

sekolah/madrasah lain yang jenjangnya lebih tinggi atau sama selama 3 (tiga) bulan 

atau setara dengan 200 jam pelajaran. 
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Pada kegiatan diklat In Service Learning 2 dilakukan penilaian terhadap portofolio 

calon kepala sekolah/madrasah. Portofolio adalah sejumlah tagihan terhadap 

pelaksanaan On The Job Learning yang dikumpulkan oleh calon kepala 

sekolah/madrasah dalam satu folder. Penilaian juga dilakukan melalui presentasi hasil 

On The Job Learning dan refleksi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut dalam 

konteks peningkatan kompetensi calon kepala sekolah/madrasah.   

Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah tahun 2017 dilaksanakan di 58 

Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang pelaksanaannya dibagi menjadi 3 tahap.  

Kabupaten/Kota sasaran Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah dapat dilihat 

pada tabel berikut 

 

Tabel 3.7 

Daerah Sasaran PPCKS Tahun 2017 

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 

No Kabupaten/Kota No Kabupaten/Kota No Kabupaten/Kota 

1 Kab. Bone 1 Kab. Lebak 1 Kab. Pesisir Selatan 

2 Kab. Sinjai 2 Kabupaten Serang 2 Kab. Solok Selatan 

3 Kab. Enrekang 3 Kota Serang 3 Kab. Pasaman 

4 Kab. Bulukumba 4 Kota Cimahi 4 Kab. Sijunjung 

5 Kota Makassar 5 Ciamis 5 Kota Batam 

6 Kab. Barru 6 Kab. Purworejo 6 Kab. Karimun 

7 Kota Baubau 7 Kab. Madiun 7 
Prov. Sumatera 
Selatan 

8 Prov. Maluku Utara 8 Kab. Klaten 8 Kab. Muara Enim 

9 
Kab. Bolaang 
Mongondow Timur 

9 Kab. Boyolali 9 Kota Lubuklinggau 

10 Kota Manado 10 Kab. Batang 10 Kemenag Sumsel 

11 Kota Kotamobagu 11 Wonosobo 11 Lahat 

12 
Kab. Bolaang 
Mongondow 

12 
Provinsi Nusa 
Tenggara Barat 

12 Ogan Komering Ilir 

13 Kab. Maluku Barat Daya 13 Kota Mataram 13 Musirawas 

14 Kab. Mamuju 14 
Kab. Lombok 
Timur 

14 
Kab. Rejang 
Lebong 

15 
Dinas Pendidikan Prov. 
Papua 

15 Kab. Sumenep 15 Bengkulu Selatan 

16 Kab. Batanghari 16 Situbondo 16 Muko Muko 

17 Kab. Bungo 17 Kab. Karo 17 Provinsi Bengkulu 

  
18 

Kab. Tulang 
Bawang Barat 

18 Kab. Belu 

  
19 Lampung Utara 19 Kab. Flores Timur 

  
20 Provinsi Riau 20 

Prov. Kalimantan 
Utara 

  
21 Kab. Kampar 
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Pelaksanaan program Penyiapan Calon Kepala Sekolah ini dibuat secara bertahap 

untuk memecahkan masalah keterbatasan jumlah asesor, master trainer dan panitia 

yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Dari sejumlah 58 Kabupaten/Kota, 

pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 22 regional/provinsi.  Capaian output masing-

masing provinsi dapat dilihat melalui grafik di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3.4. 

Capaian Output PPCKS 

Output calon kepala sekolah yang dihasilkan dari PPCKS yaitu sejumlah 1.640 orang 

calon kepala sekolah.  Dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa peserta paling banyak 

berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan dan paling sedikit dari Provinsi Papua.  
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1687 

1662 
1640 

1640 

Lolos Seleksi 
Akademik 

Peserta In Service 
Learning 1 

Peserta On The 
Job Learning 

Peserta In Service 
Learning 2 

Peserta PPCKS 

Jumlah Kepala Sekolah 

Calon kepala sekolah yang dihitung sebagai output kegiatan ini adalah seluruh calon 

kepala sekolah yang mengikuti rangkaian kegiatan dari Seleksi Akademik, In Service 

Learning 1, On The Job Learning dan In Service Learning 2. Peserta yang telah 

mengikuti keseluruhan rangkaian kegiatan ini diharapkan telah mendapatkan 

peningkatan kompetensi dalam dimensi kompetensi kepala sekolah sesuai dengan 

yang disyaratkan dalam Permendiknas No. 28 Tahun 2010 dan Permendiknas No. 13 

Tahun 2007. 

Hambatan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah pola diklat 300 JP 

memerlukan waktu yang panjang dalam pelaksanaannya sehingga mempertinggi 

kemungkinan gugurnya peserta pada saat berlangsungnya rangkaian kegiatan. Pada 

pelaksanaan Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah tahun 2017, jumlah peserta 

yang lolos seleksi akademik (calon peserta diklat PPCKS) adalah sebanyak 1687 

orang calon kepala sekolah. Dari jumlah peserta tersebut, yang hadir pada kegiatan 

Diklat In Service Learning 1 sebanyak 1662 orang atau sekitar 98,5% dari total 

peserta yang lolos seleksi akademik. Jumlah ini terus menurun menjadi total 1640 

orang kepala sekolah yang berhasil lolos sampai pada tahap On the Job Learning dan 

In Service Learning 2. Penurunan jumlah sasaran dapat dilihat melalui grafik di bawah 

ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3.5. 

Peserta Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah 

Penurunan jumlah peserta dari diklat In Service Learning 1 antara lain karena 

sebagian peserta mengundurkan diri, sakit, meninggal dunia dan naik haji.   

Tantangan ke depan adalah bagaimana LPPKS dapat mengembangkan pola diklat 

yang lebih efektif dan efisien dalam waktu pelaksanaannya namun tetap mumpuni 

dalam mentransfer kompetensi-kompetensi bagi para calon kepala sekolah, agar 

makin banyak jumlah calon kepala sekolah yang dapat mengikuti diklat dari awal 
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sampai akhir dan semakin luas pula daerah sasaran diklat yang dapat dicapai 

tentunya dengan anggaran yang lebih efisien. 

 

 

Permendiknas No. 28 Tahun 2010 menyebutkan bahwa sertifikat kepala 

sekolah/madrasah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada 

guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk 

mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah. Diklat peningkatan 

kompetensi calon 

kepala sekolah 

diselenggarakan oleh 

LPPKS bagi calon 

kepala sekolah yang 

telah mengikuti Program 

Penyiapan Calon 

Kepala Sekolah 

(PPCKS) yang 

diselenggarakan oleh 

LPMP sesuai dengan juklak dan juknis PPCKS namun belum mendapatkan supervisi 

dari LPPKS sehingga calon kepala sekolah tersebut belum mendapatkan sertifikat 

kepala sekolah. Selain itu, diklat ini juga diperuntukkan bagi alumni PPCKS LPMP 

yang mengikuti PPCKS dari tahun 2012 sampai waktu sebelum penandatanganan 

MoU PPCKS antara LPMP dengan LPPKS. Diklat ini memiliki sasaran calon kepala 

sekolah sebanyak 848 orang dari Provinsi Jawa Tengah dan 652 dari Provinsi Jawa 

Barat. 

Tujuan umum diklat peningkatan kompetensi calon kepala sekolah adalah untuk 

memperkuat kompetensi peserta diklat melalui: latihan kepemimpinan, manajerial 

(pengelolaan administrasi sekolah, pengelolaan akademik sekolah, dan pengelolaan 

sumber daya sekolah), dan supervisi akademik. Tujuan khusus diklat peningkatan 

kompetensi kepala sekolah adalah untuk: a) penyegaran konsep: latihan 

kepemimpinan, manajerial (pengelolaan administrasi sekolah, pengelolaan akademik 

sekolah, dan pengelolaan sumber daya sekolah), dan supervisi akademik, b) 

meningkatkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak. 

Pada akhir Diklat, peserta diharapkan dapat meningkatkan kompetensi kepala 

sekolah menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 

tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah meliputi kompetensi Kepribadian, 

Manajerial, Kewirausahaan, Supervisi, dan Sosial. 

2) Diklat Peningkatan Kompetensi Calon Kepala Sekolah 

 



LAKIP LPPKS TAHUN 2017 

26 | P a g e  

 

Peserta yang diundang pada kegiatan ini adalah 1502 orang calon kepala sekolah. 

Pada saat kegiatan, terdapat seluruhnya 51 orang peserta yang tidak memenuhi 

undangan, sehingga output calon kepala sekolah yang dihasilkan dari kegiatan ini 

adalah sebanyak 1.458 orang. Seluruh calon kepala sekolah yang telah mengikuti 

kegiatan ini diperhitungkan sebagai capaian output.  

Hambatan yang dihadapi pada saat kegiatan adalah verval data awal yang 

tidak akurat karena dilaksanakan oleh LPMP terkait. Selain verval data, verifikasi 

calon peserta tidak dapat dikendalikan oleh LPPKS sehingga terdapat peserta yang 

ternyata tidak memenuhi syarat untuk mengikuti diklat ini. Dari provinsi Jawa Tengah 

terdapat 83 orang calon kepala sekolah yang tidak memenuhi syarat kelulusan 

karena belum tuntas mengikuti rangkaian program penyiapan calon kepala sekolah. 

Kebijakan dari penanggungjawab kegiatan adalah 83 orang peserta ini tetap 

diperbolehkan mengikuti diklat peningkatan kompetensi, namun kepadanya tidak 

diberikan sertifikat kepala sekolah. 

 

c. Model-Model (Inovasi) Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Pada tahun 2017, LPPKS merencanakan pengambangan model-model (Inovasi) 

Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sejumlah 6 (enam) buah 

model. Pada tahun 2016, LPPKS telah mengembangkan sejumlah 3 (tiga) buah model. 

Beberapa model yang telah dibuat pada tahun 2016 diantaranya kemudian dikembangkan 

menjadi pada tahun 2017, yaitu Pengembangan Model Pelatihan yang kemudian 

dikembangkan menjadi Pengembangan Diklat Supervisi Kepala Sekolah Online. 

Secara capaian output, pada tahun 2017 model-model (inovasi) peningkatan kompetensi 

pendidik dan tenaga kependidikan mengalami peningkatan 100% dari tahun 2016. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3.6. 

Perbandingan Model yang dihasilkan pada tahun 2016 dan 2017 

Target output kegiatan ini adalah 6 model pembelajaran dan pengolahan data, antara lain: 

3 

6 

Jumlah Model-model (Inovasi) Peningkatan 
Kompetensi PTK 

Tahun 2016 Tahun 2017 
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1) Pengembangan Diklat Supervisi Kepala Sekolah Online 

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap kepala sekolah/ madrasah menunjukkan 

masih rendahnya kompetensi supervisi para kepala sekolah/ madrasah. Hal ini 

menjadi dasar bagi LPPKS untuk mengembangkan Pelatihan peningkatan kompetensi 

supervisi bagi kepala sekolah. Pada tahun 2016, LPPKS telah mengembangkan 

pelatihan ini dengan model blended antara online dan offline. Hasil yang diperoleh dari 

pelatihan tersebut cukup signifikan, dan dana yang dibutuhkan cukup efisien. Oleh 

karena itu, LPPKS kembali mengembangkan Diklat Supervisi Kepala Sekolah Online 

yang digunakan sebagai salah satu program dukungan pencapaian output kepala 

sekolah yang ditingkatkan kompetensinya. 

Model pengembangan diklat supervisi online ini telah terealisasi pada bulan Mei 2017 

dan menghasilkan output berupa 1 model Pengembangan Diklat Supervisi Kepala 

Sekolah Online. 

2) SIM AKPK (Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian) bagi Pengawas 

Sekolah 

AKPK pengawas sekolah adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk melakukan 

pemetaan kompetensi pengawas sekolah di Seluruh Indonesia. Untuk mendukung 

pemetaan kompetensi ini akan lebih mudah jika didukung dengan sistem informasi. 

Untuk mendukung kegiatan tersebut perlu dilakukan pengembangan SIM pemetaan 

yang nantinya akan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan membantu 

dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul saat melakukan pemetaan 

kompetensi pengawas sekolah karena setiap tahun LPPKS selalu memiliki sasaran 

pengawas sekolah untuk ditingkatkan kompetensinya. 

Kegiatan ini berlangsung dalam 2 tahap, pada tahap pertama pembahasan kegiatan 

adalah mengenai analisis kebutuhan sistem AKPK Pengawas Sekolah online. Hasil 

dari kegiatan pertama kemudian dijadikan dasar tugas yang dikerjakan setelahnya. 

Setelah 1 bulan, pengembang SIM berkumpul kembali untuk melakukan finalisasi hasil 

dari sistem yang sudah dikerjakan berdasarkan hasil analisis sistem sebelumnya 

sehingga terbentuklah SIM AKPK yang dapat digunakan sebagai alat analisis 

kebutuhan penegmbangan keprofesian. 

SIM AKPK bagi pengawas sekolah ini telah terealisasi pada bulan Juni dan 

menghasilkan output 1 model SIM AKPK Pengawas Sekolah Online.  

3) SIM Diklat PPCKS bagi LP3CKS 

Selama beberapa tahun terakhir, LP3CKS telah dilibatkan dalam penyelenggaraan 

Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS) yang terdiri dari PPPPTK, LP3TK 

KPTK, LPMP, Perguruan Tinggi, dan yayasan swasta. Seluruh data mutu dan 

kompetensi kepala sekolah/madrasah hasil PPCKS dari LP3CKS harus dikumpulkan 
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dan dikelola oleh LPPKS sebagai lembaga yang berhak menerbitkan sertifikat kepala 

sekolah hasil PPCKS. 

Pengelolaan data mutu dan kompetensi kepala sekolah/madrasah ini menuntut 

adanya sebuah Sistem Informasi (SI) yang terus dikembangkan. Sampai saat ini, SIM 

Diklat PPCKS telah dapat merekam semua aktivitas PPCKS mulai dari seleksi 

akademik sampai dengan perncetakan sertifikat kepala sekolah yang dilakukan oleh 

LPPKS. Untuk itu, guna memenuhi kebutuhan pengelolaan data dan informasi PPCKS 

yang dilaksanakan oleh LP3CKS, maka LPPKS perlu mengembangkan SIM Diklat 

khusus bagi LP3CKS. 

Pengembangan SIM Diklat PPCKS bagi LP3CKS dilaksanakan melalui Kegiatan 

dengan sistem Focus Group Discussion (FGD). Rancangan SIM Diklat bagi LP3CKS 

yang telah disusun kemudian di Review, hasil dari kegiatan review SIM Diklat ini 

berupa usulan penyempurnaan serta masukan dari reviewer. Hasil pengembangan 

SIM Diklat PPCKS bagi LP3CKS yang telah di review dan di sempurnakan selanjutnya 

di sosialisasikan kepada seluruh pimpinan yang terkait dengan program PPCKS untuk 

kemudian dilatihkan kepada operator SIM Diklat dari LP3CKS. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 3.3: Model SIM PPCKS bagi LP3CKS 

Tindak lanjut kegiatan pelatihan SIM Diklat bagi operator LP3CKS adalah 

implementasi dan pendampingan penggunaan SIM Diklat  PPCKS di LP3CKS. Tujuan 

dari kegiatan ini adalah untuk melihat permasalahan dan penanganan langsung di 

lapangan terkait pemanfaatan SIM Diklat PPCKS oleh LP3CKS dan dinas pendidikan 

kab/kota. Terakhir, LPPKS melakukan evaluasi dan tindak lanjut pengembangan SIM 

diklat PPCKS bagi LP3CKS.  

Model SIM PPCKS bagi LP3CKS telah selesai tahapan pembuatannya pada bulan 

September.  
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4) Sistem Informasi Audio Video dan SMS LPPKS 

Kegiatan ini bertujuan untuk membuat sebuah sistem informasi yang mampu 

memperkaya pilihan media penyampaian informasi dari LPPKS kepada seluruh stake 

holder dan masyarakat luas. Dua sistem informasi yang akan dikembangkan yaitu:  

a) Sistem Informasi media audio video LPPKS 

b) Sistem Informasi SMS LPPKS 

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi 2 tahap kegiatan, dimana pada tahap pertama 

dilaksanakan penyamaan persepsi tentang Sistem Informasi Media Audio Video dan 

SMS LPPKS kemudian dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) 

Pengembangan Sistem Informasi Audio Video dan SMS LPPKS. Pada tahap ke 2 

kegiatan ini dilaksanakan review hasil dari pengembangan model yang dilakukan pada 

tahap 1, kemudian dilangsungkan finalisasi untuk Pengembangan Sistem Informasi 

Media Audio Video dan SMS LPPKS.  

Media ini diharapkan dapat digunakan dan dikembangkan programnya pada tahun 

mendatang sebagai sarana pemberian informasi yang menarik dan informatif serta 

menginspirasi. Model awal Media Audio Video ini telah diselesaikan pada bulan Juli 

2017. 

5) Pembuatan Profil dan Infografis LPPKS 

Bagi sebuah lembaga penting adanya sebuah media  untuk menampilkan informasi 

mengenai identitas dan hasil 

kinerja dari lembaganya. 

Informasi yang berisi tentang 

data sebuah lembaga dapat 

ditampilkan berupa media digital 

maupun media cetak. Identitas 

sebuah lembaga dapat 

terbentuk dalam suatu profil 

lembaga, sedangkan hasil 

kinerja lembaga dapat 

ditampilkan berupa infografis. 

Seiring dengan perkembangan 

media cetak maupun digital 

sangat cepat dan bermacam-

macam sehingga semakin 

mudah untuk diakses setiap 

orang. Gambar 3.4 :Infografis LPPKS 



LAKIP LPPKS TAHUN 2017 

30 | P a g e  

 

Penggunaan media cetak dan digital yang tepat akan mampu menyampaikan sebuah 

profil dan infografis dari sebuah lembaga. Informasi tentang profil dan infografis ini 

akan sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang akan menjalin kerjasama dalam 

sebuah kegiatan. Selain itu, informasi yang ditampilkan juga akan menjadi nilai lebih 

suatu lembaga dibandingkan dengan lembaga lainnya. Oleh karena itu penggunaan 

media digital dan media cetak sangat penting dalam menampilkan profil maupun 

infografis sebuah lembaga. Dalam pembuatan profil dan infografis LPPKS melibatkan 

programmer, akademisi dan desainer media.  

Infografis LPPKS telah terealisasi pada bulan Juni 2017. 

6) Pembuatan Desain Video Testimoni Alumni Program Penyiapan Calon Kepala 

Sekolah 

PPCKS yang telah diselenggarakan mulai dari tahun 2010 hingga sekarang telah 

meluluskan sebanyak lebih dari 30.000 calon kepala sekolah. Alumni diklat PPCKS 

yang telah diangkat menjadi kepala sekolah diharapkan dapat menerapkan ilmu yang 

diperoleh selama mengikuti rangkaian diklat PPCKS. Untuk mengetahui dampak atau 

manfaat dari Diklat PPCKS ini serta untuk menyebarluaskan praktik-praktik baik dari 

alumni PPCKS, LPPKS akan membuat sistem informasi audio video berupa 

pembuatan Video Testimoni Alumni LPPKS. 

Untuk tahap awal sebelum pengambilan video dilakukan, diperlukan adanya 

pembuatan desain video yang akan digunakan. Oleh karena itu, LPPKS akan 

mengadakan kegiatan Pembuatan Desain Video Testimoni Alumni PPCKS. 

Tujuan dari kegiatan awal ini adalah untuk membuat konsep video testimoni alumni 

PPCKS. Dengan adanya kegiatan ini diharapakan dapat memperlancar pengambilan 

video PPCKS. Pembuatan Video ini telah diselesaikan pada bulan September 2017. 

 

Tahun 2017 LPPKS telah menyelesaikan seluruh model (inovasi) peningkatan kompetensi 

pendidik dan tenaga kependidikan dengan capaian output sebesar 100%. 

 

2. Indikator Kinerja 2: Jumlah Pengawas Sekolah dan Calon Pengawas Sekolah yang 

Kompeten 

 
“Capaian output Jumlah Pengawas Sekolah dan Calon Pengawas Sekolah yang 

Kompeten Pada tahun 2017 direncanakan sejumlah 330 orang” 

 
Target capaian Jumlah Pengawas Sekolah dan Calon Pengawas Sekolah yang kompeten 

sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2017 sejumlah 330 orang. Indikator kinerja tersebut akan 
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dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi 

Pengawas Sekolah. 

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Pengawas Sekolah dikembangkan 

berdasarkan hasil Uji Kompetensi Pengawas Sekolah (UKPS) yang terdiri dari kompetensi 

Supervisi Akademik, Supervisi Manajerial, Evaluasi Pendidikan, dan Penelitian Pengembangan 

yang dilaksanakan tahun 2015. Data hasil UKPS yang diikuti oleh 24.293 orang menunjukkan 

rerata nasional sebesar 55,31 dengan rerata nilai setiap dimensi kompetensi sebagaimana 

ditunjukkan dalam tabel 3.8. 

Tabel 3.8 

 Nilai rata-rata setiap dimensi pada UKPS tahun 2015 

Supervisi 
Akademik 

Supervisi 
Manajerial 

Evaluasi 
Pendidikan 

Penelitian 
Pengembangan 

55.82 57.23 52.70 53.53 

 

Terkait dengan target kinerja yaitu minimal nilai UKPS 8.0 di tahun 2019, data tersebut 

mengindikasikan kebutuhan mendesak akan Program Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan bagi Pengawas Sekolah ini. Pada tahun 2017, LPPKS mendapat amanah untuk 

melaksanakan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Pengawas Sekolah 

untuk pengawas sekolah di 3 provinsi yaitu provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi 

Sumatera Selatan. 

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Pengawas Sekolah merupakan 

proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan 

dan kompetensi pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas profesinya. Program ini 

dilaksanakan dengan moda tatap muka, yaitu model pembelajaran bagi pengawas sekolah 

yang dilakukan secara tatap muka dengan didampingi dan difasilitasi oleh instruktur nasional 

atau narasumber nasional. Kegiatan ini terbagi dalam 3 tahap yaitu, Diklat In Service Learning 

1, On The Job Learning, dan Diklat In Service Learning 2.   

 

 

 

 

Gambar 3.5 : Moda Tatap Muka 

Peserta pengawas sekolah yang mengikuti kegiatan ini secara konsisten dari tahap In Service 

Learning 1, On The Job Learning, sampai dengan In Service Learning 2 adalah sebanyak 297 

orang pengawas sekolah. Target output pengawas tahun 2017 adalah 330 orang, maka 

capaian output pengawas sekolah adalah 90% dari target. 

In 1 
64 JPL 

On 
40 JPL 

In 2 
24 JPL 



LAKIP LPPKS TAHUN 2017 

32 | P a g e  

 

Hambatan yang ada pada saat pelaksanaan kegiatan ini adalah kesibukan pengawas 

sekolah saat ini dibenturkan dengan pelaksanaan kegiatan yang memakan waktu yang 

panjang. Banyak dari peserta pengawas sekolah yang tidak mampu mengelola waktu untuk 

mengikuti kegiatan dan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan selama rangkaian 

kegiatan ini. Hal tersebut mengakibatkan beberapa peserta terpaksa mengundurkan diri dan 

sebagian yang lain datang saat kegiatan In Service Learning 2 namun tidak dapat membawa 

laporan On The Job Learning karena tidak bisa menyelesaikannya. Selain itu, ada peserta yang 

mendapatkan undangan dari pemerintah pusat terkait program peningkatan kompetensi 

pengawas sekolah yang berbenturan waktunya sehingga harus memilih kegiatan prioritasnya. 

Tantangan ke depan adalah bagaimana menciptakan suatu kegiatan yang lebih efektif dalam 

hal waktu pelaksanaan namun tetap dapat memberikan manfaat dalam peningkatan 

kompetensi pengawas sekolah dalam rangka meningkatkan nilai Uji Kompetensi Pengawas 

Sekolah sesuai dengan Renstra Kemendikbud. 

B. Realisasi Anggaran 

Pagu awal belanja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dalam DIPA 

2017 yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan sebagaimana ditetapkan 

dalam perjanjian kinerja kementerian tahun 2017 adalah sebesar Rp70.027.192.000. Selama 

tahun 2017, DIPA LPPKS mengalami 8 (delapan) kali revisi. Berikut adalah gambaran perubahan 

struktur DIPA setelah adanya revisi: 

1. Revisi I 

Revisi I dilakukan pada tanggal 13 Maret 2017 dengan pagu sebesar Rp70.027.192.000,00. 

Revisi terjadi dikarenakan ada perubahan dalam pejabat perbendaharaan, yaitu pergantian 

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari Prof. Dr. Siswandari, MStats menjadi Prof. Dr. Nunuk 

Suryani, M.Pd. Pergantian KPA dilakukan seiring dengan pergantian Kepala LPPKS karena 

kepala LPPKS yang lama telah pensiun dari jabatan strukturalnya.  

Selain perubahan KPA juga terdapat penyesuaian ADK dikarenakan ada rincian kegiatan yang 

baru pada komponen yang sebelumnya sudah tercantum dalam DIPA. Struktur DIPA setelah 

revisi I adalah 6,25% untuk Belanja Pegawai (51), 88,88% untuk Belanja Barang (52), dan 

4,88% untuk Belanja Modal (53).  

2. Revisi II 

Revisi II dilakukan pada tanggal 9 Mei 2017 dengan pagu sebesar Rp70.027.192.000,00. 

Pada revisi kedua ini terdapat perubahan penyesuaian pada halaman III DIPA, yaitu rencana 

penarikan dana. Perubahan pada rencana penarikan ini dikarenakan adanya edaran dari 

KPPN untuk melakukan review capaian output tiga bulanan sehingga halaman III DIPA perlu 

disesuaikan untuk menyelaraskan rencana penarikan bulan selanjutnya dengan realisasi pada 

bulan sebelumnya sehingga beban keuangan negara dapat terprediksi. Hal ini mengacu pada 
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surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No. s-2570/PB/2017 mengenai Petunjuk Teknis 

Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 

Anggaran 2017. Selain perubahan pada halaman III DIPA juga ada penyamaan ADK 

dikarenakan adanya pergeseran dana dalam beberapa akun dan kegiatan.  

Struktur DIPA setelah dilakukan revisi ke II adalah 6,25% untuk Belanja Pegawai (51), 88,88% 

untuk Belanja Barang, dan 4,88% untuk Belanja Modal (53).  

3. Revisi III 

Revisi III dilakukan pada tanggal 17 Juli 2017 dengan pagu Total Rp65.235.808.000,00 dari 

pagu semula Rp70.027.192.000,00. Hal ini dikarenakan adanya pemotongan anggaran oleh 

pusat. Pemotongan ini dialokasikan untuk satuan kerja/ UPT lain. Struktur DIPA setelah revisi 

III adalah 6,7% untuk Belanja Pegawai (51), 88,06% untuk Belanja Barang (52) dan 5,24% 

untuk Belanja Modal (53). 

4. Revisi IV 

Revisi IV dilakukan pada tanggal 26 Juli 2017 dengan pagu Rp65.235.808.000,00. Di dalam 

revisi ke IV ini terdapat perubahan dikarenakan adanya self blocking anggaran. Meskipun 

terdapat dana self-blocking, tidak terdapat penurunan jumlah output kegiatan. Struktur DIPA 

setelah adanya revisi IV adalah 6,7% untuk Belanja Pegawai (51), 71,52% untuk Belanja 

Barang (52), 5,24% untuk Belanja Modal, dan 16,54% untuk Self Blocking. 

5. Revisi V 

Revisi V dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2017. Perubahan yang dilakukan pada DIPA 

revisi V adalah penghapusan semua blokir pada revisi IV, yaitu dana self blocking sebesar 

Rp10.791.294.000,00 dan dana blokir Bappenas Rp450.000.000,00 sehingga jumlah pagu 

awal Rp65.235.808.000 menjadi Rp54.444.514.000,00. Struktur DIPA setelah revisi V adalah 

8,03% untuk Belanja Pegawai (51), 86,52% untuk Belanja Barang (52), dan 5,45% untuk 

Belanja Modal (53). 

6. Revisi VI 

Revisi VI dilakukan pada tanggal 14 September 2017. Pada Revisi VI terjadi pergeseran antar 

output dikarenakan ada program kebijakan dari pusat mengenai PKB KS. Terdapat dua 

kebijakan baru yang muncul yaitu mengenai PKB KS yang semula dengan moda DK menjadi 

TM serta adanya kegiatan dari Pusat yaitu Bimtek bagi KS Muhammadiyah. karena ada 

kebijakan prioritas baru tersebut maka ada penambahan pagu sebesar Rp1.172.970.00,00 

pada output kepala sekolah (016) jumlah ini diambilkan dari output calon kepala sekolah (015) 

sebesar Rp908.905.000,00; model inovasi (020) Rp83.140.000,00; Layanan Dukungan 

Manajemen eselon 1 (950) Rp180.925.000,00. pergeseran anggaran ini tidak mengakibatkan 

penurunan jumlah output pada masing-masing output. jumlah output pada 016 bertambah 200 

orang, pada 015 bertambah 200 orang dikarenakan kegiatan penguatan kompetensi KS yang 

semula sasarannya direncakanan tidak dapat terpenuhi namun karena penggunaan anggaran 
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yang efisien maka dapat terpenuhi semuanya. Serta pada kegiatan model terjadi kesalahan 

dalam pencatatan output semula yang seharusnya 6 model baru dicatat 4 model. 

7. Revisi VII 

Revisi VII dilakukan pada tanggal 20 November 2017. Revisi ini dilakukan karena pada 

pemerintah pusat terdapat kekurangan dana Tunjangan Profesi Guru sehingga setiap Satker 

termasuk LPPKS diminta untuk melakukan optimalisasi belanja dan pengadaan dari kegiatan 

yang sudah berjalan. Pemenuhan optimalisasi ini berasal dari output (014) sebesar 

Rp125.370.000,00; output (015) sebesar Rp623.976.000,00; output (020) sebesar 

Rp86.105.000,00; output (950) Rp257.794.000,00 dan output (994) Rp281.467.000,00. Namun 

ada penambahan di output 016 dan 950 masing-masing sebesar Rp252.875.000,00 dan 

Rp7.931.000,00. Pada akhir revisi VII, jumlah anggaran LPPKS sebesar 

Rp53.330.608.000,00. 

8. Revisi VIII 

Revisi ke VIII dilakukan pada tanggal 29 November 2017. Revisi ini dilakukan karena ada 

tahapan kegiatan dari PKB yang harus melibatkan fasilitator, sedangkan pada awal kegiatan 

belum dilibatkan. Penambahan jumlah fasilitator ini memerlukan alokasi biaya hampir sejumlah 

biaya awal yang ditetapkan, maka ada revisi penambahan biaya pada output (016) sebesar 

Rp285.959.000,00 dan pemenuhan tersebut diperoleh dari optimalisasi sisa belanja pada 

output 014 dan 015 sebesar Rp210.439.000,00 dan Rp75.520.000,00 dan ada penambahan 3 

kegiatan pada output 015. Jumlah anggaran LPPKS pasca revisi VIII tetap sebesar 

Rp53.330.608.000,00 

Anggaran tersebut digunakan LPPKS untuk membiayai 7 (tujuh) output kegiatan dengan 

Persentase alokasi anggaran LPPKS dapat dilihat dari grafik di bawah ini:  
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Berikut tabel alokasi anggaran LPPKS tahun 2017 pada 7 (tujuh) Output Kegiatan: 

Tabel 3.9 

Alokasi Anggaran Tahun 2017 

No Output Anggaran 

1 Pengawas yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi 2.789.565.000 

2 Calon Kepala Sekolah yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi 30.631.956.000 

3 Kepala Sekolah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi 3.861.010.000 

4 Model-model (Inovasi) Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.456.215.000 

5 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 809.906.000 

6 Layanan Internal (Overhead) 2.707.658.000 

7 Layanan Perkantoran 11.074.298.000 

TOTAL 53.330.608.000 

 

Pada bulan Desember tahun 2017, total serapan anggaran LPPKS adalah sebesar 97,85% dari total 

pagu Rp53.330.608.000,00.  

 

 

Grafik 3.8. 

Grafik Penyerapan Anggaran LPPKS Tahun 2017 
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C. Analisis Pengukuran Kinerja Lembaga 

Pengukuran kinerja dilakukan menggunakan IK yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan 

membandingkan antara target kinerja dan realisasi belanja. Pengukuran kinerja LPPKS tahun 2017 

dapat dilihat melalui tabel berikut ini: 

 

Tabel 3.10 

Pengukuran Kinerja LPPKS Tahun 2017 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja keuangan LPPKS ada pada angka 97,85% 

sedangkan capaian fisiknya ada pada angka 99,14%. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa secara 

umum LPPKS telah meraih pencapaian kinerja yang baik. Selain itu, karena capaian fisik telah tercapai 

lebih besar dari capaian keuangan, maka LPPKS dapat dikatakan telah melaksanakan kegiatannya 

secara efisien.  

Secara rinci, analisis pengukuran kinerja LPPKS akan diuraikan pada ulasan sebagai berikut: 

 

1. Pengawas yang ditingkatkan kompetensinya 

Penyerapan anggaran untuk output kegiatan Pengawas yang ditingkatkan kompetensinya sebesar 

95,09% sedangkan capaian output masih 90%. Penyerapan anggaran lebih besar dari capaian 

output dikarenakan pada kegiatan On The Job Learning tidak dapat dilakukan di kabupaten 

masing-masing namun harus ditarik ke propinsi sehingga memperbesar biaya perjalanan dinas. 

Selain itu, pada bulan November, sebagian anggaran yang tersisa dari kegiatan ini dioptimalisasi 

ANGGARAN OUTPUT 

No Output Pagu Realisasi % Target Realisasi % 

1 Pengawas yang Memperoleh 

Peningkatan Kompetensi 
2.652.575.765 2.652.575.765 95 330 297 90 

2 Calon Kepala Sekolah yang 

Mendapatkan Peningkatan Kompetensi 
30.285.759.501 30.285.759.501 99 3000 3.098 103,2 

3 Kepala Sekolah yang Memperoleh 

Peningkatan Kompetensi 
3.832.469.007 3.832.469.007 99 760 769 101 

4 Model-model (Inovasi) Peningkatan 

Kompetensi Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan 

1.288.570.076 1.288.570.076 88 6 6 100 

5 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 763.962.770 763.962.770 94.33 1 1 100 

6 Layanan Internal (Overhead) 2.642.673.703 2.642.673.703 98 1 1 100 

7 Layanan Perkantoran 10.715.539.788 10.715.539.788 96.76 12 12 100 

TOTAL 53.330.608.000 52.181.550.610 97,85   99,14 
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untuk kegiatan PKB Kepala Sekolah dengan melakukan revisi antar output, sehingga penyerapan 

anggaran meningkat. 

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian output kegiatan ini antara lain: 

a. Kegiatan ini adalah kegiatan prioritas nasional yang waktu pelaksanaannya ditentukan oleh 

kebijakan pemerintah pusat, oleh karenanya kegiatan ini baru dapat berjalan setelah 

mendapatkan instruksi dari pemerintah. Hal ini berpengaruh pada persiapan yang harus 

dilakukan pra kegiatan yang singkat mengakibatkan rekonsiliasi data peserta menjadi kurang 

teliti sehingga mempengaruhi tingkat kehadiran peserta. 

b. Panjangnya waktu pelaksanaan diklat yang berpola In-On-In memperbesar kemungkinan 

gugurnya jumlah peserta selama rangkaian kegiatan. Hal ini terbukti dengan semakin 

menurunnya jumlah peserta dari In-1 sampai In 2. 

c. Kesibukan peserta diklat mengikuti berbagai diklat peningkatan kompetensi dan 

menyelesaikan tugas-tugas kedinasan di daerah masing-masing menyebabkan peserta tidak 

dapat mengikuti kegiatan secara optimal dan konsisten. 

Rencana Aksi untuk mengatasi kejadian serupa adalah: 

a. Pelaksanaan kegiatan yang terencana dengan baik dan waktu yang telah ditentukan 

disepakati dan dilaksanakan dengan komitmen yang tinggi. 

b. Pola diklat yang disesuaikan dengan kesibukan profesi peserta serta kebutuhan kompetensi 

sehingga dapat dijalankan dengan lebih efektif dan efisien. 

c. Pemilihan peserta diklat secara lebih selektif sehingga pemenuhan kuota peserta dapat 

termanfaatkan dengan baik dan berhasil guna. 

 

2. Calon Kepala Sekolah yang ditingkatkan kompetensinya 

Presentase realisasi anggaran Calon Kepala Sekolah yang ditingkatkan kompetensinya adalah 

99% sedangkan capaian output kegiatan sebesar 103,2%. Persentase realisasi anggaran lebih 

rendah dari persentase capaian output dikarenakan LPPKS melaksanakan efisiensi dalam 

perjalanan dinas dan paket meeting, antara lain dengan memanfaatkan gedung LPMP dan 

PPPPTK sebagai tempat diklat serta penentuan lokasi diklat berdasarkan regional sasaran diklat. 

Selain itu, sisa anggaran kegiatan ini dioptimalisasi untuk pemenuhan kebutuhan penyaluran TPG, 

kegiatan Bimtek Kepala Sekolah dan PKB Kepala Sekolah sehingga realisasi anggaran output ini 

meningkat. 

Hambatan-hambatan yang dihadapi saat pelaksanaan kegiatan ini antara lain: 

a. Keterbatasan anggaran menyebabkan kegiatan Pendampingan On The Job Learning pada 

Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS) yang semestinya dilaksanakan 3 kali, 

hanya dapat dilaksanakan sebanyak 2 kali. 
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b. Panjangnya waktu pelaksanaan diklat menyebabkan sebagian peserta tidak dapat mengikuti 

seluruh rangkaian kegiatan diklat secara konsisten. 

c. Beberapa daerah sasaran merupakan daerah dengan transportasi yang sulit, seperti Maluku 

Barat Daya, menyebabkan jadwal diklat harus disesuaikan dengan kemampuan peserta 

mendapatkan transportasi untuk menjangkau lokasi diklat. 

d. Tingkat kehadiran peserta pada kegiatan Diklat Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah yang 

tidak dapat terpenuhi 100%. 

e. Terdapat kesalahan pendataan calon peserta Diklat Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah, 

yaitu ada sebanyak 83 orang peserta yang sebetulnya tidak memenuhi syarat tetapi diloloskan 

mengikuti diklat. 

Rencana Aksi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi antara lain: 

a. Memanfaatkan teknologi untuk melakukan Pendampingan On the Job Learning yang tidak 

dapat terlaksana dengan moda tatap muka. 

b. Penyesuain waktu diklat dengan ketersediaan jadwal transportasi peserta diklat. 

c. Pengembangan moda diklat. 

d. Melakukan rekonsiliasi data dengan LPMP dan melakukan crosscheck peserta secara lebih 

detail sebelum menerima peserta diklat. 

e. Tidak memberikan sertifikat kepala sekolah kepada peserta yang tidak memenuhi persyaratan. 

 

3. Kepala Sekolah yang ditingkatkan kompetensinya 

Persentase realisasi anggaran output Kepala sekolah yang ditingkatkan kompetensinya adalah 

99% sedangkan capaian outputnya mencapai 101%. Capaian output kegiatan ini lebih besar 

dibandingkan dengan realisasi anggaran karena adanya efisiensi biaya perjalanan dinas  

Hambatan yang dialami dalam pencapaian output kegiatan adalah: 

a. Salah satu kegiatan dalam pencapaian output kepala sekolah adalah kegiatan 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Kepala Sekolah yang merupakan program 

prioritas nasional dan jadwal pelaksanaannya ditentukan terpusat oleh Direktorat Jenderal 

Guru dan Tenaga Kependidikan.  

b. Pada awalnya, kegiatan PKB bagi Kepala Sekolah akan dilaksanakan dengan pola Bantuan 

Pemerintah (BAPEM) dengan moda daring kombinasi (darkom), namun dikarenakan adanya 

perubahan kebiajakan pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, 

pelaksanaan rangkaian diklat yang sedianya sudah bisa dimulai pada bulan Agustus, mundur 

menjadi bulan September karena ada perubahan pola pelaksanaan dan moda diklat dari 

daring kombinasi menjadi tatap muka. 

Rencana aksi untuk mengatasi permasalahan ini adalah: 
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a. Melakukan penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan program Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan (PKB) bagi kepala sekolah. 

b. Mempersiapkan hal yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan program Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi kepala sekolah dengan moda tatap muka, antara lain 

mengalokasikan dana yang sesuai dengan pola diklat tatap muka dan mendiskusikan kembali 

pola penyaluran dana yang tepat untuk pelaksanaan kegiatan ini dengan tetap 

memperhatikan ketersediaan anggaran dan efisiensi. 

 

4. Model-model (Inovasi) Peningkatan Kompetensi Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan 

Output kegiatan ini adalah 6 model, yaitu: Pengembangan Diklat Supervisi Online, SIM AKPK bagi 

Pengawas Sekolah, SIM Diklat PPCKS bagi LP3CKS, Sistem Informasi Audio Video dan SMS 

LPPKS, Pembuatan Profil dan Infografis LPPKS, dan Pembuatan Desain Video Testimoni Alumni 

PPCKS. Sampai pada bulan Oktober 2017, LPPKS telah menyelesaikan seluruh model tersebut. 

Capaian output sebesar 100% dengan realisasi anggaran 88%. Realisasi anggaran lebih besar dari 

capaian output karena adanya efisiensi perjalanan dinas dan paket meeting. 

 

5. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan output layanan dukungan manajemen 

eselon I antara lain: Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, Pelaksanaan Pemantauan dan 

Evaluasi, Pelayanan Rumah Tangga, dan Pengelolaan Kepegawaian. Capaian output kegiatan ini 

adalah 1 layanan dengan progres capaian sebesar 100%, sedangkan realisasi anggaran 94%. 

Penyerapan anggaran lebih rendah dari capaian output karena adanya efisiensi penggunaan 

anggaran dan terdapat sisa anggaran dari kegiatan yang sudah berjalan. 

 

6. Layanan Internal (Overhead) 

Output layanan internal dicapai dengan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas 

Perkantoran dan Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan. Capaian output kegiatan ini 

adalah 1 layanan dengan progres output 100% dan realisasi anggaran 98%. Realisasi anggaran 

dan capaian output untuk Layanan Internal (Overhead) seimbang. 

 

7. Layanan Perkantoran 

Layanan Perkantoran terdiri dari pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai dan pembayaran biaya 

Operasional dan Pemeliharaan Kantor. Output dalam 1 tahun sebanyak 12 layanan, yaitu 1 
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layanan tiap bulan. Capaian kegiatan ini adalah 12 layanan atau 100%. Realisasi anggaran untuk 

output ini adalah 97%. Realisasi dan capaian output untuk kegiatan ini seimbang. 

 

Efisiensi Anggaran 

Dalam pelaksanaan setiap kegiatannya, LPPKS melaksanakan program efisiensi anggaran. Selama 

tahun 2017, LPPKS telah mengalami 3 kali perubahan jumlah anggaran untuk mendukung program 

prioritas nasional. Pengoptimalisasian anggaran ini merupakan salah satu langkah efisiensi anggaran 

tahun 2017. 

 

Grafik 3.9 

Perubahan Anggaran LPPKS Tahun 2017 

Selain untuk menghemat pengeluaran negara, efisiensi anggaran juga membantu LPPKS untuk 

mengembangkan kegiatan baru dari sisa anggaran hasil efisiensi. Langkah efisiensi yang dilaksanakan 

LPPKS antara lain:  

1. LPPKS mengusahakan pemilihan biaya perjalanan dinas yang paling efisien untuk kegiatan 

internal LPPKS, seperti berikut. 

a. Untuk kegiatan yang bisa dilaksanakan di kantor, LPPKS mengutamakan pelaksanaan 

kegiatan dengan fasilitas kantor dan asrama LPPKS. Hal ini mendorong efisiensi penggunaan 

anggaran paket fullboard peserta. 

b. Jika perjalanan dinas membutuhkan alat transportasi udara, LPPKS akan memilihkan 

perjalanan dinas dengan biaya transport paling efisien, yaitu memperhatikan nominal harga 

tiket yang harus sesuai dengan pagu RKA dan pilihan penerbangan terpendek (diutamakan 

penerbangan langsung tanpa transit). Hal ini mendorong efisiensi pada perjalanan dinas. 

c. Untuk penginapan di luar kantor, selain kegiatan yang menggunakan paket fullboard, seperti 

pada kegiatan pendampingan On The Job Learning, LPPKS memiliki kebijakan penggunaan 

Dipa Awal Revisi III Revisi V Revisi VII 

Efisiensi Anggaran 70.027.192.000 65.235.808.000 54.444.514.000 53.330.608.000 
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satu kamar untuk 2 orang petugas dengan jenis kelamin sama. Hal ini mendorong 

penghematan pada biaya penginapan. 

d. Biaya penginapan non fullboard dibatasi dengan PAGU RKA-KL. 

2. Perlakuan penyerahan tiket Pulang-Pergi bagi peserta kegiatan diklat maupun non-diklat LPPKS. 

a. Bagi peserta kegiatan kediklatan, LPPKS mewajibkan peserta diklat untuk menyerahkan tiket 

pesawat pulang-pergi sesuai Peraturan Menteri Keuangan. 

b. Bagi peserta kegiatan non-diklat (rapat koordinasi, workhsop, lokakarya, dll) , LPPKS tetap 

meminta tiket pulang-pergi kepada peserta, apabila peserta tidak berkenan menyerahkan tiket 

kepulangan, maka penggantian tiket dibatasi dengan aturan: nominal harga tiket pulang 

ditambah tiket pergi jika dijumlahkan tidak melebihi SBU di RKA-KL tiap provinsi. 

c. Melakukan pengecekan pada setiap tiket pesawat/ travel yang harganya di luar batas 

kewajaran/ kelas penerbangan/ SBU yang ditetapkan untuk memastikan keaslian tiket yang 

diserahkan.  

3. Instansi asal narasumber yang akan diundang disesuaikan dengan lokasi sasaran diklat. 

Dalam menentukan calon pengajar diklat, LPPKS mengutamakan untuk mengundang calon 

pengajar diklat yang berasal dari instansi yang berlokasi sama dengan lokasi sasaran diklat 

LPPKS. Jika jumlah calon pengajar diklat dari lokasi yang sama dengan sasaran diklat tidak 

memadai, maka calon pengajar diklat diambil dari lokasi yang dari segi perjalanan dinas paling 

efisien, terutama dipertimbangkan biaya perjalanan yang akan dikeluarkan saat pelaksanaan On 

The Job Learning ke daerah, sebaiknya diambil dari instansi yang jika harus menggunakan 

pesawat udara dapat mengambil penerbangan langsung tanpa transit. Pengajar diklat yang satu 

lokasi dengan sasaran diklat akan sangat membantu dalam efisiensi perjalanan dinas baik dalam 

biaya transportasi, uang harian maupun penginapan.    

4. Penentuan lokasi kegiatan diklat 

Dalam menentukan lokasi kegiatan diklat, LPPKS memperhitungkan lokasi yang menghabiskan 

biaya terendah: 

a. jika peserta terundang berasal dari beragam provinsi dan seluruhnya berasal dari luar jawa, 

maka kegiatan akan dilaksanakan di Jakarta (diutamakan PPPPTK atau LPMP), sehingga 

menghemat biaya transportasi udara, dibandingkan jika kegiatan dilaksanakan di LPPKS, akan 

lebih mahal karena peserta memerlukan biaya transportasi udara tambahan yaitu Jakarta-

Solo. 

b. Untuk kegiatan diklat yang pesertanya seluruhnya berasal dari provinsi tertentu, maka 

kegiatan akan dilaksanakan di provinsi tersebut. 

c. Jika peserta berasal dari berbagai kab/kota di Jawa Tengah, maka kegiatan dilaksanakan di 

LPPKS. 
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aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LPPKS Tahun 2017 merupakan 

perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2017. Laporan 

ini menyajikan capaian kinerja sasaran strategis LPPKS yang merupakan amanat dari renstra 

GTK dan Kemendikbud. Selain itu, terdapat output kegiatan pelaksanaan Dokumen 

perencanaan, keuangan, evaluasi, dan  pelaporan ketatausahaan, dan Layanan Perkantoran. 

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa LPPKS telah merealisasikan sebagian program dan kegiatan 

tahun anggaran 2017 untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2015-2019 yang 

tertuang dalam bab II dan bab III, sebagaimana tertuang dalam kontrak kinerja LPPKS dengan Kepala 

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada tahun 2017. Pada tahun 2017, LPPKS telah 

meraih capaian kinerja keuangan sebesar 97,85% dan capaian kinerja fisik sebesar 99,14%. Capaian 

kinerja fisik lebih besar daripada capaian kinerja keuangan, artinya secara umum LPPKS 

melaksanakan kegiatan secara efisien. 

Demikianlah Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah LPPKS tahun 2017 dilaporkan sebagai 

bahan pertanggungjawaban Kepala LPPKS. Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun anggaran 

2017 merupakan landasan kuat bagi LPPKS untuk melanjutkan pelaksanaan program-program yang 

telah dicanangkan pada tahun 2017 dan sekaligus menjadi barometer agar program-program pada 

masa mendatang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.  
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MATRIK RENCANA KINERJA 
 
 

Formulir Rencana Kinerja Tahunan 
Tingkat Unit Kerja Lembaga 

 
 

Unit Kerja    : LPPKS 
Tahun     : 2017 
 

No Sasaran Kegiatan (1) Indikator Kinerja (2) Target (3) 

1 Meningkatnya Kompetensi 

Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan sesuai 

Bidangnya 

  

1.1 Jumlah Kepala Sekolah dan 

Calon Kepala Sekolah yang 

kompeten 

Kepala Sekolah yang 

ditingkatkan kompetensinya 

1.200 orang 

Calon Kepala Sekolah yang 

ditingkatkan kompetensinya 

3.000 orang 

Model Pemberdayaan Sekolah 

dan Pengembangan Sistem 

Inovasi Pembelajaran 

1 model 

1.2 Jumlah Pengawas Sekolah 

dan Calon Pengawas 

Sekolah yang Kompeten 

Pengawas Sekolah yang 

ditingkatkan kompetensinya 

400 orang 
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INDIKATOR KINERJA UTAMA 

TAHUN 2017 
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH 

 
No Sasaran 

Strategis/Kegiatan 
No Indikator 

Kinerja 
Program 

1 Meningkatnya 
Kompetensi 
Pendidik dan 
Tenaga 
Kependidikan 
sesuai Bidangnya 

1 Jumlah kepala 
sekolah dan 
calon kepala 
sekolah yang 
kompeten 

A. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 

Sesuai Permendiknas No. 28 Tahun 2010, 

kompetensi kepala sekolah adalah pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan pada dimensi-dimensi 

kompetensi kepribadian, manajerial, 

kewirausahaan, supervisi, dan sosial; maka LPPKS 

menyelenggarakan program pendidikan dan 

pelatihan peningkatan kompetensi kepribadian/ 

manajerial/ kewirausahaan/ supervisi dan sosial 

bagi calon kepala sekolah yang ditentukan 

berdasarkan peta kompetensi calon kepala 

sekolah. Untuk calon kepala sekolah, Program 

pendidikan dan pelatihan ini disebut dengan 

Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah dengan 

tahapan kegiatan sebagai berikut: 

1. Seleksi Administrasi (Sesuai pasal 2 

Permendiknas No. 28 Tahun 2010) 

2. Seleksi Akademik 

3. Diklat Calon Kepala sekolah (In-On-In), 

pelaksanaannya sesuai pasal 7 Permendiknas 

No. 28 Tahun 2010. 

B. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 

Dimensi kompetensi kepala sekolah secara 

terperinci tertuang dalam Permendiknas No. 13 

Tahun 2007. Pemerolehan kompetensi bagi kepala 

sekolah salah satunya melalui program pendidikan 

dan pelatihan bagi kepala sekolah. 

Program yang dilaksanakan oleh LPPKS antara 

lain: 

1. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Supervisi 

Kepala Sekolah 
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2. Pealatihan Peningkatan Kompetensi 

Manajerial bagi kepala sekolah 

3. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Leadership 

Kepala Sekolah 

4. Program Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan bagi kepala sekolah. 

  2 Jumlah 
Pengawas 
Sekolah dan 
Calon 
Pengawas 
Sekolah yang 
kompeten 

Program yang dijalankan untuk meningkatkan 
kompetensi pengawas sekolah antara lain: 

1. Program PPKSPS 

2. Program Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan bagi Pengawas Sekolah 
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Perjanjian Kinerja LPPKS Per januari 2017 
 

 
 
TARGET CAPAIAN  
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Perjanjian Kinerja LPPKS Revisi 
 

 
 
 
 
 
 

 

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 
Kepala Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah 

dengan 
Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

 
 
 

TUGAS 
Membantu Direktur Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanakan penyiapan, pengembangan, dan 
pemberdayaan kepala sekolah 

 
FUNGSI 

a. Penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan ; 
b. Pengelolaan data dan informasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; 
c. Fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; 
d. Pelaksanaan kerjasama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan; 
e. Evaluasi program dan fasilitasi peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan; dan  
f. Pelaksanaan urusan administrasi LPPKS. 
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TARGET CAPAIAN  
 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

TAHUN 2017 

TARGET 
 ANGGARAN                   

(ribuan)  

 
 

 
Meningkatnya Kompetensi 
Pendidik dan Tenaga Pendidikan 
sesuai Bidangnya 

Jumlah Kepala Sekolah 
Dan Calon Kepala Sekolah 
Yang Kompeten 
 

 

3.760 
orang 

35.949.181 

OUTPUT (015): 
Calon Kepala Sekolah yang 
mendapatkan Peningkatan 
Kompetensi 

 
3.000 
Orang 

 
30.631.956 

OUTPUT (016): 
Kepala Sekolah yang 
mendapatkan Peningkatan 
Kompetensi 
 
OUTPUT (020): 
Model-model (inovasi) 
Peningkatan Kompetensi 
Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 

 

760 orang 
 
 
 

6 model 

3.861.010 
 
 
 

1.456.215 

Jumlah pengawas sekolah 
dan calon pengawas sekolah 
yang kompeten 
 

330 
Orang 

2.789.565 

OUTPUT (014): 
Pengawas yang 
memperoleh Peningkatan 
Kompetensi 
 

 
330 Orang 

 
2.789.565 

 

Jumlah  total anggaran Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar 

Rp53.330.608.000,- (Lima Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Delapan Ribu 

Rupiah)    
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RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN 
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH 

TAHUN 2017 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Komponen Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des 

1 
Penyerapan 

Bulanan 959.950..944 1.653.248..848  1.813.240.672  4.586.432.288  4.959.746.544  4.319.779.248  5.439.722.016  7.999.591.200  7.839.599.376  3.839.803.776  4.159.787.424  3.093.175.264 

2 
Penyerapan 

Komulatif 959.950.944  2.613.199.792  4.426.440.464 9.012.872.752  13.972.619.296 18.292.398.544  23.732.120.560 31.731.711.760  39.571.311.136 43.411.114.912  47.570.902.336 50.664.077.600 

4 
%Penyerapan 
bulanan 

1,80% 3,10% 3,40% 8,60% 9,30% 8,10% 10,20% 15,00% 14,70% 7,20% 7,80% 5,80% 

3 
% Penyerapan 

kumulatif 
1,80% 4,90% 8,30% 16,90% 26,20% 34,30% 44,50% 59,50% 74,20% 81,40% 89,20% 95,00% 

 
 

 

EVALUASI  
Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan 

dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan berlaku. 

 
Karanganyar,     

Direktur Jenderal Guru dan,            Kepala LPPKS, 
Tenaga Kependidikan   
 
      
 
        Nunuk Suryani  
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MATRIKS RENCANA AKSI LPPKS 
TAHUN 2017 

 
No Output 

Kegiatan 
Indikator Definisi 

Operasional 
Target 

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 

1 
 
 
 
 

1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendidikan dan 
Pelatihan Pendidik 
dan Tenaga 
Kependidikan 
 
Pengawas Sekolah 
yang ditingkatkan 
Kompetensiya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calon Kepala 
Sekolah yang 
Ditingkatkan 
Kompetensinya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Model-model 
pemberdayaan 
sekolah dan Sistem 
Inovasi 
Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jumlah 
Pengawas 
Sekolah 

yang 
Kompeten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jumlah 
Calon 
Kepala 
Sekolah 

yang 
kompeten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumlah 
Model 
Pemberday
aan 
Sekolah 
dan Sistem 
Inovasi 
Pembelajar
an 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jumlah 
pengawas 

sekolah yang 
mengikuti diklat 
Pengembangan 

Keprofesian 
Berkelanjutan 

bagi Pengawas 
Sekolah dari In 

Service Learning 
1-On The Job 
Learning-In 

Service Learning 
2  
 

Jumlah calon 
kepala sekolah 

yang lulus seleksi 
akademik dan 

mengikuti seluruh 
rangkaian 
Program 

Penyiapan Calon 
Kepala Sekolah 
dari In Service 
Learning 1-On 

The Job 
Learning-In 

Service Learning 
2 
 

Model 
pemberdayaan 

sekolah dan 
sistem inovasi 
pembelajaran 

yang telah 
diselesaikan 

tahapan 
pembuatannya 

dan menjadi 
produk yang siap 

dimanfaatkan. 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 

Kepala Sekolah 
yang ditingkatkan 
kompetensinya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Layanan Dukungan 
Manajemen Eselon 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Layanan Internal 
(Overhead) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Layanan 
Perkantoran 

Jumlah 
Kepala 
Sekolah 
yang 
kompeten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Layanan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Layanan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 Layanan 

Jumlah kepala 
sekolah yang 

mengikuti diklat 
Pengembangan 

Keprofesian 
Berkelanjutan 
bagi kepala 

Sekolah dari In 
Service Learning 

1-On The Job 
Learning-In 

Service Learning 
2  
 
 

Terlaksananya 
seluruh bentuk 
kegiatan yang 
pelaksanaanya 
ditujukan untuk 

mendukung 
pelaksanaan 

program-program 
yang menjadi 

sasaran kegiatan 
lembaga. 

 
 
 

Terlaksananya 
Pengadaan 

Peralatan dan 
Fasilitas 

Perkantoran 
serta 

Pembangunan 
dan Renovasi 
Gedung dan 
bangunan 

 
Terlaksananya 

pembayaran gaji 
pegawai dan 
tunjangannya 

dan Operasional 
kantor. 
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PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 
 

a. Pencapaian Sasaran Kegiatan 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Tahun 2017 

Target Realisasi % 

Meningkatknya 

kompetensi Pendidik 

dan tenaga 

pendididkan sesuai 

bidangnya 

Jumlah Kepala Sekolah Dan 
Calon Kepala Sekolah Yang 
Kompeten 

3.760 3.867 102.8 

Jumlah pengawas sekolah 
dan calon pengawas sekolah 
yang kompeten 

330 297 90 

 
b. Realisasi Anggaran 

Nama Program Pagu Pagu Setelah 
Revisi 

Anggaran 

Realisasi % 

1 Pengawas yang 
Memperoleh Peningkatan 
Kompetensi 

3.008.395.000 2.789.565.000 2.652.575.765 95 

2 Calon Kepala Sekolah 
yang Mendapatkan 
Peningkatan Kompetensi 

39.567.310.000 30.631.956.000 30.285.759.501 99 

3 Kepala Sekolah yang 
Memperoleh Peningkatan 
Kompetensi 

7.188.612.000 3.861.010.000 3.832.469.007 99 

4 Model-model (Inovasi) 
Peningkatan Kompetensi 
Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 

2.520.530.000 1.456.215.000 1.288.570.076 88 

5 Layanan Dukungan 
Manajemen Eselon I 

2.075.458.000 809.906.000 763.962.770 94.33 

6 Layanan Internal 
(Overhead) 

3.415.452.000 2.707.658.000 2.642.673.703 98 

7 Layanan Perkantoran 12.251.435.000 11.074.298.000 10.715.539.788 96.76 

  70.027.192.000 53.330.608.000 52.181.550.610 97.85 
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